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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2O2L

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Pasal LO4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati wajib mengajukan Rancangan peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2O2L kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2O2l yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama Bupati
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
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Mengingat

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2t;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39OO)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I-embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 888);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 6 Tahun 2OO9 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 202 1.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l berjumlah
Rp. 848.612.216.800,00 (Delapan ratus empat puluh delapan miliar enam
ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) terdiri
atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan
rincian sebagai berikut:
a. pendapatan Daerah Rp. 8a8.612.2L6.800,00
b. belanja Daerah Rp. 865.252.216.800,00

surplus/ (Defisit) Rp.(16.640.000.000,00)
c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan Rp. 20.000.000.000,00
2. pengeluaran Rp. 3.360.000.000,00

pembiayaannetto Rp. 16.640.000.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.848.6 12.216.800,00 (Delapan
ratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enam
belas ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 36.989.830.984,00 (Tiga puluh enam miliar
sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pqiak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 5.261.000.000,00 (Lima miliar dua ratus enam puluh satu juta
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 19.554.500.000,00 (Sembilan belas miliar lima
ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
2.5O5.OOO.OOO,OO (Dua miliar lima ratus lima juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.669.330.984,00 (Sembilan
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 811.622.385.816,00 (Delapan ratus sebelas
miliar enarn ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
delapan ratus enarn belas rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(U huruf a direncanakan sebesar Rp.793.463.Y4.OOO,OO (Tujuh ratus
sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus
empat puluh empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.158.841.816,00 (Delapan belas miliar
seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu
delapan ratus enam belas rupiah).
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Pasal 5

{1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf c direncanakan sebesar Rp. o (nol rupiah), yang terdiri atas:
a. hibah;
b. dana darurat;
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturarl perundang-

undangan;
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. O (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(4) ta.in-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar
Rp.865.252.216.800,00 (Delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus lima
puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri
atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf
a direncanakan sebesar Rp.501.346.981.763,00 (Lima ratus satu miliar
tiga ratus empat putuh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu
tujuh ratus enarn puluh tiga rupiah), ymg terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi; dan
e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 331.842.988.050,00 (Tiga ratus tiga puluh satu
miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh
delapan ribu lima puluh rupiah).
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 154.072.257.813,00 (Seratus lima puluh empat
miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus
tiga belas rupiah).

(a) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 13.429.735.900,00 (Tiga belas miliar empat ratus dua puluh
sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

(71 Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 2.002.000.000,00 (Dua miliar dua juta rupiah).

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan
sebesar Rp. 177.111.746.964,00 (Seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus
sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja tanah.
b. belanja peralatan dan mesin.
c. belanja bangunan dan gedung.
d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja aset tetap lainnya; dan
f. belanja aset tidak berwujud.

(2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 3.475.450.000,00 (Tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 47.047.284.408,00 (Empat puluh tujuh miliar
empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus
delapan rupiah).

(a) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp. 60.148.9l7.Tsg,oo (Enam puluh miliar
seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh
ratus lima puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.366.15O.157,00 (Enam puluh enam
miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu seratus
lima puluh tujuh rupiah).
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(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. 73.944.640,00 (Tujuh puluh tiga juta sembilan
ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 22.443.330.673,00 (Dua puluh dua miliar empat
ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enarn ratus tujuh puluh
tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 164.350.157.400,00 (Seratus enam puluh empat
miliar tiga ratus lima puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.481.550.000,00 (Dua miliar empat ratus
delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 161.868.607.400,00 (Seratus enam puluh satu
miliar delapan ratus enarn puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu
empat ratus rupiah).

Pasal 1 1

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp.
16.640.000.000,00 (Enam belas miliar enarn ratus empat puluh juta rupiah),
yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.0000,00 (Dua puluh miliar rupiah),
yang terdiri atas:
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a. sisa lebih perhitungan €rnggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan Ernggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp .0 (nol rupiah).

(a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 13

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (Tiga miliar tiga ratus enam
puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (Tiga miliar tiga ratus enam
puluh juta rupiah).

(41 Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (not rupiah).
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(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggar€rn pendapatan daerah dengan arlggaran belanja
daerah mengakibatkan teq'adinya surplusl(defisit) sebesar Rp.
(16.640.000.000,00) (Minus enam belas miliar enarn ratus empat puluh
juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
16.640.000.000,00 (Enam belas miliar enam ratus empat puluh juta
rupiah).

Pasal 15

(1) Datam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Bupati dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
yang diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2A21, dengan tata
cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.

(21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

9



c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan / atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l, tercantum dalam L,ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. l,ampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Penrlapa1a11, Be}anja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. t^ampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. ta.mpiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah dan Aset La.in- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak {multy yearsl;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada prtl,2O2l

UAN,

Diundangkan di Salakan
pada tanegal 13 April 2O2l

DAERAH
KEPULAUAN,

/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2O2l NOMOR 1

BU

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PROVINST SULAWESI TENGAH : 04,01 lZA2t

BANGGAI KEPULAUAN
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411912021 Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
Nomor : 1Tahun2021
Tanggal :12April2021

KABU PATEN BANGGA! KEPULAUAN
RINCKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.989.830.984

4.1.01 Pajak Daerah 5.261.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 19.554.500.000

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.505.000.000

4.1.M Lain-lain PAD yang Sah 9.669.330.984

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 811.622.385.8t6

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 793.463.544.000

4.2.A2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 18.158.841.816

Jumlah Pendapatan 848.512.215.800

5 BELANJA

5-1 BELANJA OPERASI 501.346.981.753

5.1.01 Belanja Pegawai 331.M2.988.050

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.072.257.813

5.1.05 Belanja Hibah 13.429.735.900

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.002.000.000

5.2 BELANJA MODAL 177.111.746.964

5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.475.450.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.047.284.408

5.2.03 Belanja ModalGedung dan Bangunan 60.148.917.7s9

5.2.U Belanja ModalJalan, Jaringan, dan lrigasi 66.366.150.157

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 73.944.U0

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 22.43.330.673

5.3.0'l Belanja Tidak Terduga 22.443.330.673

5.4 BELANJA TRANSFER 154.350.157.400

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.481.550.000

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 161.858.607.400

Jumlah Belanja 865.252.216.800

Total Surplus/(Defi sit) (16.540.000.000)

5 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.ooo.000.000

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 20.000.000.000

Jumlah Penerimaan Pembialraan 20.0o0.000.000

https://banggaikepulauankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budgeUlampiranl2o2lhpbd/1/336/setunit?BnkWRNqNY6MYgUPWb05hHDVoq... 1lz
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Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan
Nomor ; 1Tahun2021
Tanggal : 12 April 2021

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RINGI(ASAN APBD YANG DIIO.ASIFII(ASI MENURUT I(ETOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN. BELAruA, DAN PEiIBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2O2T

Kode Uraian Jumlah

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.360.000.000

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.350.000.000

Jumlah PcngCuaran Pemtrialnan 3.360.000.000

Pcmbiayaan Netto 16.640.000.000

6.3 Sisa Lcbih Pcmbialnan Anggaran Daerah Tahun Bevltsnaan (0)

am


